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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang memiliki posisi sebagai generasi penerus bangsa harus
memiliki tempat dan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka
untuk pembinaan anak dalam mewujudkan sumber daya manusia yang
tangguh dan berkualitas. Berkaitan dengan adanya pembinaan dan
pemberian perhatian kepada anak diperlukan sarana dan prasarana hukum
untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan
prasarana yang dimaksud tersebut tentunya menyangkut kepentingan anak
maupun Yyang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang
menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke pengadilan.

Berdasarkan keberadaan anak disekitar kita memang memerlukan
perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan anak
menuju dewasa terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang
lepas kendali, ia bisa melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga
dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Perilaku yang demikian
dikarenakan dalam memulai pertumbuhannya sikap dan mental anak
masih belum stabil dan juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan
pergaulannya. Hal tersebut sudah banyak terjadi karena lepas kendali dan

kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana dan kejahatan yang

! Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2007), Hal. 2.
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mengakibatkan anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan
aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sikap dan kepribadian anak-anak yang masih mencari tahu siapa
dirinya dapat dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya.
Perilaku ilegal seringkali dapat mempengaruhi anak-anak yang tinggal di
lingkungan yang merugikan, dan sebaliknya.” Menurut Bartollas, faktor
usia (anak yang lebih kecil akan berada pada risiko yang lebih tinggi),
variabel psikologis (penyangkalan, sulit diatur, merasa kurang dihargai),
school performance (masalah di sekolah dengan perilaku mereka,
membolos), dan home adjustment (kurangnya interaksi dengan orang tua
dan saudara kandung, kurang disiplin) merupakan faktor-faktor yang
melatarbelakangi karakteristik pribadi anak yang beresiko tinggi menjadi
delinquents.®

Menurut hal ini, jika seorang anak melakukan perbuatan melawan
hukum dan kemudian dijatuhi hukuman pidana, anak itu akan menjalani
hukuman pidananya di penjara. Namun, pemenjaraan memiliki dampak
yang signifikan terhadap perkembangan sikap, mental, karakter, dan jiwa
anak. Kepercayaan diri dan identitas diri seorang anak akan dirugikan
selama menjalani hukumannya. Menyikapi hal tersebut, Balai

Pemasyarakatan yang juga dikenal dengan BAPAS merupakan bagian di

2 Dafinah Hashifah, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Reintegrasi
Anak, JUSTITIA : Jurnal llmu Hukum dan Humaniora, SSN Cetak :2354-9033, ISSN Online
:2579-9398, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021. Hal. 30.

¥ Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam
Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan, 118Share: Social W
ork Jurnal, Vol. 7, No. 1, Hal. 62.



luar Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki misi untuk mengembalikan
harkat dan martabat anak.

Menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan
adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menyelenggarakan
penelitian, pembinaan, pemantauan, dan pendampingan masyarakat.
Dengan melakukan Penelitian Pemasyarakatan (Litmas), Balai
Pemasyarakatan di lingkungan Pembina Pemasyarakatan dapat membantu
penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus-kasus kenakalan
remaja.* Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa karena petugas
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum, maka
Pembimbing Masyarakat (PK) yang bertugas di Balai Pemasyarakatan
harus dapat berdiri sejajar. dengan petugas hukum lainnya.® Bapas juga
telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah
rekomendasi kepada penegak hukum.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertanggung jawab untuk
melaksanakan beberapa tanggung jawab utama Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, seperti memberikan  konseling kepada klien
pemasyarakatan di daerah. Pembinaan diberikan dalam berbagai topik,
termasuk agama, keterampilan, dan pengembangan kepribadian, serta

mendukung dan mengawasi pelaku yang menerima asimilasi atau integrasi

* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka
24.
® Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 Ayat (1).



sosial (pembinaan di luar institusi) saat cuti mengunjungi keluarga,
pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat. Berikut ini adalah beberapa
tanggung jawab utama Balai Pemasyarakatan (BAPAS):®

1. Membimbing, membantu, dan mengawasi ABH yang dikenai
hukuman bersyarat, pengawasan pidana, denda pidana, dan dikirim
ke negara dan harus menyelesaikan pelatihan kerja wajib, atau anak
yang menerima asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan
bersyarat, atau cuti sebelum dibebaskan dari Balai Pemasyarakatan.

2. Untuk menentukan program pembinaan pemasyarakatan, diadakan
sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan hadiri sidang Tim
Pemantau Pemasyarakatan di Lapas/Rutan.

3. Menyusun dan menyampaikan laporan dan dokumentasi kepada
pejabat atasan, pimpinan instansi, dan pihak lain yang berkepentingan
secara berkala.

4. mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan terhadap anak dengan
merekomendasikan studi masyarakat kepada penyidik, penuntut
umum, dan Hakim;

5. Menjalankan ketatahusaan BAPAS.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam proses
pemberian penyuluhan dan pengawasan khusus kepada narapidana di
bawah umur yang telah diberikan pembebasan bersyarat. Pembinaan dan

pengawasan klien dilakukan oleh pendamping masyarakat di BAPAS,

® Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukumidan HAM RI, 2004), Hal.21.



sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 36 Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan.” Menurut Pasal
43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “Setiap
narapidana anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat”.® Serta dalam Pasal 45 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa
“Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana dan anak negara yang
diberikan pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana anak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pasal 14 Ayat (1) Huruf K menyebutkan bahwa : “Narapidana berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat. Tujuan dari pembebasan bersyarat
adalah untuk mendidik terpidana, memberikan kesempatan kepadanya
untuk memperbaiki diri.°

Hal ini mengacu pada seorang narapidana anak yang menerima
pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari masa hukuman
yang dijatuhkan padanya dan kembali ke masyarakat agar perilaku anak
tersebut berubah, tergantung pada pengawasan dan arahan yang diperoleh

terpidana selama berada di dalam Balai Pemasyarakatan. Saat ditawarkan

" Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan Pasal 36.

® Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 43.

® Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) Huruf K.



di Balai Pemasyarakatan, hal ini termasuk dalam nasehat yang diterima
anak agar ia serius hidup di tengah masyarakat dengan berbagai jenis
kegiatan. Akibatnya, tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk
mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat dan membantu
mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain sebagai individu,
narapidana anak juga merupakan anggota masyarakat, yang
perkembangannya tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosial, melainkan
harus didorong oleh masyarakat. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga
memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, yang
berarti bahwa BAPAS harus menjaga narapidana dari konsekuensi negatif
penahanan atau pemenjaraan mereka.

Pembebasan bersyarat terpidana hanya bersifat sementara, karena
jika anak melanggar ketentuan umum atau khusus maka pembebasan
bersyarat dapat ditarik kembali atas kebijaksanaan pembimbing
masyarakat yang membimbing klien di BAPAS. Sebenarnya, banyak
narapidana di bawah umur yang telah diberikan pembebasan bersyarat
terus melakukan kejahatan yang sebelumnya telah mereka lakukan.
Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia pada

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.*°

19 Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-
kasus-pengaduan-anak-2016-2020, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 13.10.
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Tabel 1.1
Kasus Anak Berhadapan Hukum

Anak Berhadapan Hukum
(ABH Sebagai Pelaku)
Kasus Jumlah
Anak  Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik
) ) 58 Kasus
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)
Anak  Sebagai Pelaku Psikis (Ancaman,
o 11 Kasus
Intimidasi, dsb)”
Anak  Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual
44 Kasus
(Pemerkosaan/Pencabulan)
Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia 11 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan 8 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Pencurian 22 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas 21 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam 11 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Penculikan 3 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Aborsi 10 Kasus
Anak Sebagai Pelaku Terorisme 0 Kasus
Jumlah 199 Kasus

Menurut data dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Madiun, Jawa
Timur yang dimuat di Media Cetak Elektronik Republika.co.id, terdapat
14 kasus pidana yang melibatkan remaja sejak Januari hingga awal Juli
2020, menurut Bareskrim Polres Madiun Kota. data satuan. Kasus tersebut
melibatkan empat anak korban pelecehan seksual dan dua pelaku
pelecehan seksual. Kemudian, dalam kasus pencurian, delapan anak

terlibat, dan dalam kasus pencabulan, satu anak terlibat. Tercatat bahwa



peningkatan kasus kriminal anak disebabkan oleh berbagai keadaan,
termasuk dampak kemajuan teknis pada faktor ekonomi. Polres Madiun
Kota Madiun bekerja sama dengan BAPAS untuk menuntaskan kasus
ini."!

Berdasarkan informasi yang dipaparkan di atas, jelas betapa
pentingnya pengawasan, pengawasan, dan pelibatan Balai Pemasyarakatan
terhadap kebutuhan dan masa depan anak berstatus klien pemasyarakatan.
Peran Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan masyarakat bagi klien
anak penerima pembebasan bersyarat sangat penting karena merupakan
kelanjutan dari proses pembinaan narapidana setelah mereka
meninggalkan Balai Pemasyarakatan, untuk membantu mereka tumbuh
dan berkembang sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak
melakukan tindak pidana lagi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul “PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN
BIMBINGAN KLIEN  ANAK UNTUK MEMPEROLEH
PEMBEBASAN BERASYARAT (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan
Kelas II Madiun)” berdasarkan latar belakang yang telah penulis

kemukakan diatas.

11 Kasus Kriminal Libatkan Anak di Madiun Meningkat https:/m.republika.co.id/amp/qdxkvj366,
Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 21.00.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan Standard Operasional Prosedur Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien anak
untuk memperoleh pembebasan bersyarat?

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas 11 Madiun dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak
untuk memperoleh pembebasan bersyarat?

3. Bagaimana upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas Il Madiun
dalam mengatasi hambatan dalam melakukan bimbingan terhadap
klien anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami Peran dan Standard Operasional Procedure Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak
untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Memahami tantangan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas I Madiun dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam
membantu klien anak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

3. Memahami upaya Balai Pemasyarakatan Kelas Il (BAPAS) Madiun
untuk mengatasi kendala dalam melakukan bimbingan kepada klien
anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Menambah pengetahuan dalam pendidikan ilmu hukum.
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Menjadi  referensi  kajian ilmiah tentang peran Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan  bimbingan

pembebasan bersyarat bagi anak.

2. Manfaat Praktis

a)

b)

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diharapkan dengan adanya skripsi ini bagi lembaga pendidikan
tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat menambah
referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan peran BAPAS
dalam pelaksanaan bimbingan klien anak untuk mendapatkan
pembebasan bersyarat.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas Il Madiun

Diharapkan bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas Il Madiun
untuk tetap melakukan pembimbingan, pengawasan dan
pendampingan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
terhadap klien anak maupun telah menjadi klien pemasyarakatan.
Selain itu diharapkan juga bagi BAPAS Kelas Il Madiun dapat
mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya selama ini, agar tetap
dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin.
Masyarakat Umum

Skripsi ini diharap akan memberikan informasi baru bagi pembaca
dan memotivasi penulis untuk lebih terlibat dalam kemajuan ilmu
pengetahuan, sehingga penulis akan terdorong untuk melakukan

penelitian tambahan di bidang hukum dan bidang ilmiah lainnya.
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E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, “kerangka pemikiran adalah  model
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor
yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka
pemikiran merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun dari kerangka
acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi
terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan dalam
penelitian.”*?

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu unit
pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan salah satu
tanggung jawabnya adalah memberikan penyuluhan kepada narapidana
anak yang telah menghabiskan dua pertiga masa pidananya. Balai
Pemasyarakatan memberikan bimbingan, pemantauan, dan bantuan
bimbingan masyarakat kepada anak-anak yang berada dalam pelayanan
(BAPAS).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
dalam Pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan : “Klien pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan
Balai Pemasyarakatan (BAPAS)”. Salah satu anak yang dibimbing
sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan adalah anak negara

yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti sebelum dibebaskan. Pasal

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017),
Hal. 60.
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4 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengatur tentang landasan hukum pembebasan
bersyarat bagi remaja yang telah melanggar hukum.

Jika seorang klien telah melewati proses peradilan dan hukum
yang telah ditentukan dan diputus oleh pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, maka Balai Pemasyarakatan berwenang dan wajib
memberikan nasihat kepada klien tersebut. Konselor masyarakat
memberikan pembinaan kepada klien pemasyarakatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup muatan
dalam pembinaan dan pembimbingan sebagai berikut : Pasal 2 membahas
tentang ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa
dan bernegara, intelektualitas, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan
rohani, kesadaran hukum, reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat,
keterampilan kerja, serta pelatihan kerja dan produksi.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pemasyarakatan akan
diketahui kemudian dalam penerapan Standard Operasional Procedure
dalam peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat,
kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam
menjalankan perannya bagi anak yang terjerat hukum. memperoleh

pembebasan bersyarat, dan upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam
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mengatasi kendala yang dihadapi anak yang terjerat hukum. untuk

mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dengan menggunakan gambaran di atas sebagai panduan, maka

dapat dituliskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

[

Anak Berhadapan dengan Hukum

l

Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

A

/ Peraturan \

Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan
Pembimbingan Warga
Binaan

Pemasyarakatan
- /

A 4

Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana
Anak.

A 4

[ Pembimbingan ]

v
/ Pelaksanaan \

Pembimbingan Klien
Anak untuk
Memperoleh
Pembebasan

Bersyarat di Balai
Pemasyarakatan Kelas

K Il Kota Madiun /
|

4 N

Faktor yang Menjadi
Penunjang dan Penghambat
BAPAS Kelas Il Kota Madiun

dalam Pelaksanaan

Pembimbingan Klien Anak
untuk Memperoleh
Pembebasan Bersyarat

4 )

Upaya BAPAS Kelas Il
Kota Madiun dalam
Pelaksanaan
Pembinaan Klien Anak
untuk Memperoleh
Pembebasan

- /

Bersyarat

- )

Peran Balai Pemasyarakatan Kelas Il Kota Madiun dalam
Melaksanakan Pembimbingan Klien Anak untuk

Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu proses melakukan sesuatu dengan
membentuk konsep secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan
mencari, mendokumentasikan, membuat, dan menganalisis informasi
dalam rangka penyusunan suatu laporan. Penelitian hukum, menurut
Bambang Sunggono, adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metodologi, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan penelitian adalah
mengungkap kebenaran secara metodis, sistematis, dan konsisten.*®
Setiap metodelogi  penelitian  menggambarkan bagaimana
penelitian harus dilakukan. Di sini, peneliti memutuskan metode yang
akan digunakan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana data
akan dikumpulkan, dan analisis yang akan dilakukan. Berikut ini adalah
metodologi penelitian dan jenis penelitian yang digunakan untuk
mengumpulkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan:
1. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu
jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat digolongkan sebagai
penelitian lapangan. Menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat guna menentukan

dan memperoleh fakta-fakta dan data-data yang diperlukan.*

13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan
Ke-16, 2017), Hal. 119.
4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 15.
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b. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang

digunakan antara lain:

1. Data primer adalah kumpulan data dan informasi yang
dikumpulkan langsung dari sumbernya, terutama informan
penelitian. Kepala BAPAS Kelas Il Madiun, Kepala Seksi
Bimbingan Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK),
dan satu Klien Anak di Balai Pemasyarakatan sebagai
informan penelitian.

2. Data Sekunder adalah data yang diperolen melalui studi
kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi landasan
utama dan mengikat secara hukum, seperti peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang mengatur
masalah terkait. Berikut ini adalah contoh
bahan hukum primer:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.
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4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.
5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Perubahan
Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat.

6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi

Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis dipilih
sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis
mengakui dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial
yang nyata dan berguna dalam sistem dunia nyata. Metode ini

menekankan pada kajian empiris yang bertujuan untuk memperoleh
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informasi hukum dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis
peran Balai Pemasyarakatan Kelas 11 Madiun.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas 11
Madiun yang beralamat di Jalan Salak No. 85, Taman, Kecamatan
Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, 63131.
4. Metode Pengumpulan Data
Menurut Soerjono Soekatno penelitian umumnya mengenal tiga
alat pengumpulan data yaitu Study Document atau Bahan Pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berikut
teknik pengumpulan data yang akan digunakaan:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian
kegiatan penelitian dokumentasi, termasuk cara membaca,
mencatat, mengutip, mereview, dan membuat tinjauan item
perpustakaan yang relevan dengan topik.
b. Studi Lapangan
Studi  lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer
melalui wawancara, dokumentasi langsung dan terbuka, serta
informasi yang relevan untuk memperoleh data yang diperlukan
tentang peran Balai Pemasyarakatan.
1) Wawancara
Wawancara adalah dialog dengan format tanya jawab lisan

yang terfokus pada suatu pokok bahasan tertentu.
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Wawancara dilakukan dengan menghadirkan serangkaian
pertanyaan atau pernyataan yang menyeluruh, terperinci, dan
meyakinkan. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas |1 Madiun,
Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasi BKA), Kepala
Kasubi Binkemas Anak, Kepala Kasubi Binker Anak, dan
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan menjadi informan
pada penelitian ini.*
2) Dokumentasi
Dokumentasi adalah upaya mengumpulkan data dan
informasi tentang subjek yang diselidiki dalam bentuk
catatan atau foto. Dokumen adalah fakta dan data yang
disimpan dalam berbagai bahan seperti surat, laporan,
peraturan, jurnal, biografi, simbol, gambar, dan jenis
dokumentasi lainnya.®
5. Metode Analisi Data
Data diolah terlebih dahulu baik data primer maupun data
sekunder, setelah itu diteliti secara kualitatif dan disajikan dalam
bentuk uraian tentang data yang dideskripsikan sesuai dengan
permasalahan penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif,
yaitu analisis yang dibentuk berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu proses

!5 Imam Gunawan, Metode Kualitatif Teori dan Praktik, (Malang: Bumi Aksara 2013), Hal. 160.
1 Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian, (Bandung; Refika Aditama,
2014), Hal. 139.
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karakterisasi lokasi penelitian sehingga dapat diketahui peran Balai
Pemasyarakatan.
G. Sitematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi
ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan
sebagi berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Pemikiran
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK
1. Pengertian Anak
2. Hak-hak Anak
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Klien Anak
B. TINJAUAN UMUM TENTANG BAPAS
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan
2. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan

3. Tugas, Pokok, Fungsi dan Peran Balai Pemasyarakatan
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4. Bimbingan dalam Balai Pemasyarakatan

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT

1.

2.

3.

Pengertian Pembebasan Bersyarat
Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

BAB I1l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAPAS KELAS Il MADIUN

1.

5.

6.

Sejarah berdirinya BAPAS Kelas Il Madiun

Visi dan misi BAPAS Kelas Il MADIUN

Dasar Hukum BAPAS Kelas Il Madiun

Tugas Pokok, Fungsi dan Peran BAPAS Kelas 11 Madiun
Struktur Organisasi BAPAS Kelas Il Madiun

Jumlah Anak Pidana di BAPAS Kelas Il Madiun

B. Peran dan Standard Operasional Pelayanan pelaksanaan dalam Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien

anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat

1.

Gambaran umum tentang Peran dan Standard Operasional
Prosedur (SOP) BAPAS Kelas Il Madiun
Implementasi Standard Operasional Prosedur pada BAPAS Kelas

Il Madiun

C. Hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam

menjalankan perannya bagi klien anak untuk memperoleh

pembebasan bersyarat
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D. Upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam mengatasi hambatan
dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak untuk memperoleh
pembebasan bersyarat

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



